PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR  ……TAHUN  ……
TENTANG 
TATA CARA PENYAMPAIAN RENCANA DAN LAPORAN REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
	Menimbang:
	a. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara penyampaian rencana dan laporan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang tata cara penyampaian rencana dan laporan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak;


	Mengingat:
	1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687); 
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
MEMUTUSKAN :


	Menetapkan:
	PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN RENCANA DAN LAPORAN REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK.


	
	BAB I 

KETENTUAN UMUM


	
	Pasal 1


	
	Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang selanjutnya disebut PNBP, adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
2. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
3. Instansi Pemerintah adalah Departemen dan Lembaga Non Departemen. 
4. Pejabat Instansi Pemerintah adalah Sekretaris Jenderal atau pemegang jabatan setingkat yang berfungsi sebagai Sekretaris Jenderal pada Instansi Pemerintah yang mewakili Pimpinan Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab atas penyusunan Rencana dan Laporan Realisasi PNBP.
5. Satuan Kerja adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Instansi Pemerintah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Rencana PNBP adalah target PNBP dan pagu penggunaan PNBP.
8. Target PNBP adalah PNBP yang diperkirakan akan diterima dalam tahun anggaran yang direncanakan.
9. Pagu Penggunaan PNBP adalah PNBP yang diperkirakan akan digunakan dalam tahun anggaran yang direncanakan.
10. Pagu Indikatif PNBP adalah perkiraan pagu anggaran yang bersumber dari PNBP didasarkan atas target PNBP yang diberikan kepada Instansi Pemerintah dalam penyusunan rencana kerja Kementerian Negara/ Lembaga.
11. Pagu Sementara PNBP adalah pagu anggaran yang bersumber dari PNBP didasarkan atas kebijakan di bidang PNBP sebagai bahan pembahasan antara Pemerintah Pusat dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
12. Laporan Realisasi PNBP adalah Laporan yang memuat PNBP yang telah tercapai dan PNBP yang telah digunakan dalam suatu periode tertentu.
13. Tahun Anggaran adalah periode dari 1 Januari sampai dengan 31  Desember.


	
	Pasal 2

Instansi Pemerintah meliputi Kementerian Negara/Lembaga yang mengelola PNBP.
BAB II 
PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN RENCANA PNBP

	
	Pasal  3



	
	(1) Setiap kepala satuan kerja wajib menyusun Rencana PNBP dalam lingkungan satuan kerja yang bersangkutan.
(2) Setiap Pejabat Instansi Pemerintah wajib menyusun Rencana PNBP dalam lingkungan Instansi Pemerintah yang merupakan rekapitulasi Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menggunakan ilustrasi format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Pemerintah ini. 


	
	Pasal 4



	
	Setiap kepala satuan kerja wajib menyampaikan Rencana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kepada Pejabat Instansi Pemerintah.

Pasal 5

Rencana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan secara berjenjang kepada Pejabat Instansi Pemerintah.
Pasal 6
(1) Pejabat Instansi Pemerintah wajib menyampaikan Rencana PNBP di lingkungan Instansi Pemerintah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) secara tertulis kepada Menteri disertai dengan arsip data komputer.

(2) Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam rangka penetapan Pagu Indikatif  PNBP dan  Pagu Sementara PNBP. 

Pasal 7
(1) Pejabat Instansi Pemerintah wajib menyampaikan Rencana PNBP dalam rangka penetapan Pagu Indikatif PNBP tahun anggaran berikutnya.
(2) Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Januari tahun anggaran berjalan.
(3) Dalam hal Rencana PNBP tidak disampaikan oleh Pejabat Instansi Pemerintah dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat menetapkan Rencana PNBP Instansi Pemerintah yang bersangkutan berdasarkan APBN tahun anggaran berjalan untuk dituangkan dalam Pagu Indikatif PNBP.
(4) Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercakup dalam surat edaran Pagu Indikatif yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. 
Pasal 8
(1) Pejabat Instansi Pemerintah wajib menyampaikan Rencana PNBP, dalam rangka penetapan Pagu Sementara PNBP tahun anggaran berikutnya.
(2) Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Mei tahun anggaran berjalan.

(3) Dalam hal Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disampaikan oleh Pejabat Instansi Pemerintah dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat menetapkan Rencana PNBP Instansi Pemerintah yang bersangkutan berdasarkan Pagu Indikatif PNBP sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal 7 ayat (4) untuk dituangkan dalam Pagu Sementara PNBP. 
(4) Rencana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercakup dalam surat edaran Pagu Sementara yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.


	
	BAB III 

PERUBAHAN TARGET PNBP DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP

	
	Pasal 9


	
	(1) Pejabat Instansi Pemerintah menyampaikan perubahan Target PNBP dan Pagu Penggunaan PNBP dalam rangka penyusunan APBN Perubahan tahun anggaran yang bersangkutan secara tertulis kepada Menteri.
(2) Perubahan Target PNBP dan Pagu Penggunaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Juni  tahun anggaran berjalan. 
(3) Dalam hal Pejabat Instansi Pemerintah tidak menyampaikan perubahan Target PNBP dan Pagu Penggunaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menetapkan Target PNBP dan Pagu Penggunaan PNBP sesuai APBN tahun anggaran berjalan.
(4) Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat meminta perubahan Target PNBP dan Pagu Penggunaan PNBP kepada Pejabat Instansi Pemerintah di luar jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Pasal 10 

Selain perubahan Target PNBP dan Pagu Penggunaan PNBP  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dalam hal tertentu perubahan Target PNBP dan Pagu Penggunaan PNBP dilakukan oleh Menteri sesuai ketentuan perundang-undangan.

	
	

	
	BAB IV 

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PNBP 
DAN SANKSI

	
	Pasal 11


	
	(1) Setiap kepala satuan kerja wajib menyusun Laporan Realisasi PNBP di lingkungan satuan kerja yang bersangkutan.
(2) Setiap Pejabat Instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Realisasi PNBP dalam lingkungan Instansi Pemerintah yang merupakan rekapitulasi Laporan Realisasi PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Laporan Realisasi PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menggunakan ilustrasi format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 12
Ketentuan lebih lanjut mengenai format rencana dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

	
	Pasal 13


	
	Laporan Realisasi PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) disampaikan secara berjenjang kepada Pejabat Instansi Pemerintah setiap bulan.

	
	Pasal 14


	
	Laporan Realisasi PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), disampaikan secara tertulis kepada Menteri setiap triwulan disertai dengan arsip data komputer.

	
	Pasal 15


	
	(1) Laporan Realisasi PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan paling lambat tanggal 15 setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.
(2) Laporan Realisasi PNBP triwulan ke empat  disampaikan kepada Menteri paling lambat tanggal  20 Januari tahun anggaran berikutnya.
Pasal 16
(1) Selain Laporan Realisasi PNBP triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pejabat Instansi Pemerintah wajib menyampaikan Laporan Realisasi PNBP Semester I dan Prognosis PNBP Semester II kepada Menteri dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Semester I APBN dan Prognosis Semester II. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri  paling lambat akhir Juni.

(3) Dalam hal terdapat perubahan waktu penyampaian Laporan Realisasi Semester I APBN dan Prognosis Semester II  sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat meminta Pejabat Instansi Pemerintah untuk menyampaikan perkiraan realisasi PNBP Semester I dan Prognosis Semester II, sebelum Semester I APBN berakhir.

	
	Pasal 17


	
	Dalam rangka melaksanakan kebijakan fiskal di bidang PNBP, Menteri dapat meminta Laporan Realisasi PNBP secara langsung kepada kepala satuan kerja pada Instansi Pemerintah. 

	
	Pasal 18


	
	(1) Pejabat Instansi Pemerintah yang tidak atau terlambat menyampaikan Laporan Realisasi PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dapat dikenakan sanksi administratif oleh Menteri.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa surat teguran dan atau pemblokiran dana yang bersumber dari PNBP.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.



	
	BAB V  
KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 19


	
	Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

	
	Pasal 20


	
	Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 



DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

PATRIALIS AKBAR
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR…TAHUN…


	PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR ………………
TENTANG 
TATA CARA PENYAMPAIAN RENCANA DAN LAPORAN REALISASI 
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

	
	

	UMUM 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mempunyai peran yang strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional, oleh karena itu pengelolaan PNBP perlu dioptimalkan antara lain melalui peningkatan kualitas dalam penyusunan dan penyampaian rencana dan laporan realisasi PNBP yang lebih realistis, akuntabel serta transparan.  

Sejalan dengan perkembangan dan perubahan dalam pengaturan pengelolaan di bidang keuangan negara dibutuhkan kecepatan dan ketepatan penyampaian data dan informasi mengenai rencana dan laporan realisasi PNBP dari instansi Pemerintah sebagai masukan  bagi Menteri untuk penetapan kebijakan di bidang PNBP.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi PNBP, namun dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan pengelolaan keuangan negara, sehingga dipandang perlu untuk mengatur kembali tata cara penyampaian rencana dan laporan realisasi PNBP yang lebih sesuai dengan perkembangan terkini.

Agar ketentuan tentang tata cara penyampaian rencana dan laporan realisasi PNBP dapat berjalan sesuai yang diharapkan, salah satu hal yang perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah ini adalah pengenaan sanksi terhadap Instansi Pemerintah yang tidak atau terlambat menyampaikan rencana dan laporan realisasi PNBP.

Tujuan dari pengenaan sanksi ini adalah agar Instansi Pemerintah terpacu dan berusaha untuk selalu menyampaikan rencana dan laporan realisasi PNBP secara tertib dan tepat waktu. Dengan demikian, proses penyusunan rencana dan laporan realisasi PNBP diharapkan akan berjalan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.


	PASAL DEMI PASAL


	Pasal 1

	     Cukup jelas

	
	   

	Pasal 2 

	Yang dimaksud dengan Lembaga adalah Lembaga Negara/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian Negara/Lembaga Non Struktural yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas tertentu.



	Pasal 3

	 Ayat (1)

      Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan lingkungan Instansi Pemerintah adalah seluruh unit organisasi pengelola PNBP yang berada di bawah Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan termasuk satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.



	Ayat (3)

Cukup jelas

	

	Pasal 5
Yang dimaksud dengan berjenjang adalah penyampaian dari satuan kerja terendah sampai tingkat Pejabat Instansi Pemerintah mengikuti hirarki yang ada.


	Pasal 6

	Ayat (1)

Yang dimaksud secara tertulis adalah yang disampaikan dengan surat dan ditandatangani oleh pejabat yang bertanggung jawab.


	Ayat (2)

	Cukup jelas

	Pasal 7

	    Ayat (1)

Penyampaian rencana Target PNBP dan rencana Pagu Penggunaan PNBP dapat dilakukan secara langsung atau pengiriman tercatat melalui kantor pos/jasa pengiriman resmi kepada Menteri dengan tanda bukti pengiriman.

    Ayat (2)

Contoh penerapan perlakuan penyampaian Rencana  PNBP dalam ketentuan ini antara lain sebagai berikut :

Dalam penyusunan Pagu Indikatif PNBP Tahun Anggaran 2011, Rencana  PNBP disampaikan oleh Instansi Pemerintah kepada Menteri paling lambat minggu ketiga bulan Januari Tahun Anggaran 2010.



	   Ayat (3)

Contoh penerapan perlakuan penyampaian Rencana PNBP dalam ketentuan ini antara lain sebagai berikut :

Apabila Rencana PNBP Tahun Anggaran 2011 tidak disampaikan oleh Pejabat Instansi Pemerintah kepada Menteri pada minggu ketiga bulan Januari tahun 2010, Menteri menetapkan Pagu Indikatif PNBP Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Pagu Definitif PNBP Tahun Anggaran 2010 (APBN Tahun Anggaran 2010).


	   Ayat (4)

        Cukup Jelas


	Pasal 8

	   Ayat (1)
Penyampaian rencana Target PNBP dan rencana Pagu Penggunaan PNBP dapat dilakukan secara langsung atau pengiriman tercatat melalui Kantor Pos/jasa pengiriman resmi kepada Menteri dengan tanda bukti pengiriman.
   Ayat (2)

Contoh penerapan perlakuan penyampaian Rencana PNBP dalam  ketentuan ini antara lain sebagai berikut :

Dalam penyusunan Pagu Sementara PNBP Tahun Anggaran 2011, Rencana PNBP disampaikan oleh Pejabat Instansi Pemerintah kepada Menteri paling lambat minggu pertama bulan Mei Tahun Anggaran 2010.

	   Ayat (3)

Apabila Rencana PNBP Tahun Anggaran 2011 tidak disampaikan oleh Pejabat Instansi Pemerintah kepada Menteri pada minggu pertama bulan Mei Tahun Anggaran 2010, Menteri menetapkan Pagu Sementara PNBP Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Pagu Indikatif PNBP Tahun Anggaran 2011.
  Ayat (4)

Cukup jelas


	Pasal 9   

	 Ayat(1)

Cukup jelas



	  Ayat (2)

Contoh penerapan  perlakuan penyampaian  Rencana PNBP dalam ketentuan ini antara lain sebagai berikut :

Dalam penyusunan APBN Perubahan Tahun Anggaran 2010, Pejabat Instansi Pemerintah menyampaikan perubahan Target PNBP dan Pagu Penggunaan PNBP kepada Menteri paling lambat minggu pertama bulan Juni Tahun Anggaran 2010.

  Ayat (3)

Contoh penerapan perlakuan penyampaian Rencana PNBP dalam ketentuan ini antara lain sebagai berikut :

Apabila Pejabat Instansi Pemerintah tidak menyampaikan perubahan Target PNBP dan Pagu Penggunaan PNBP pada minggu pertama bulan Juni Tahun Anggaran  2010, Menteri menetapkan Target PNBP dan Pagu Penggunaan PNBP APBN Perubahan Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Target PNBP dan Pagu Penggunaan PNBP APBN Tahun Anggaran 2010.



	Ayat (4)

Yang dimaksud dengan keadaan tertentu antara lain, adanya perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBN,  dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang menyebabkan percepatan perubahan APBN. 
Pasal 10 
Yang dimaksud dengan hal tertentu adalah perubahan Target PNBP dan Pagu Penggunaan PNBP karena adanya kelebihan realisasi PNBP.


	Pasal 11

	Ayat (1) 

Cukup jelas
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan lingkungan Instansi Pemerintah adalah seluruh unit organisasi pengelola PNBP yang berada di bawah Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan termasuk satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.

Yang dimaksud dengan rekapitulasi dalam ketentuan ini adalah penjumlahan PNBP dari tingkat satuan kerja secara hirarki (bottom up). 

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup jelas



	Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas


	Pasal 15
 Ayat (1) 

Apabila tanggal 15 jatuh pada hari libur, penyampaian laporan realisasi PNBP dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

  Ayat (2) 

Apabila tanggal 20 jatuh pada hari libur, penyampaian laporan dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

	Pasal 16
Ayat (1) 

Cukup jelas

Ayat (2) 
Cukup jelas

  Ayat (3)
Cukup jelas


	Pasal 17
Permintaan Laporan Realisasi PNBP secara langsung kepada satuan kerja yang  dianggap potensial terhadap pelaksanaan kebijakan fiskal di bidang PNBP.



	Pasal 18
Ayat (1) 

Cukup jelas

Ayat (2) 
Cukup jelas

     Ayat (3)
Ketentuan lebih lanjut yang akan diatur dalam peraturan menteri antara lain waktu dan dasar pengenaan, mekanisme pengenaan dan pengakhiran sanksi, dan jenis sanksi.


	Pasal 19

	Cukup jelas

	
	

	Pasal 20

	Cukup jelas

	
	

	TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

	
	


1

